
 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengawasan Pajak Restoran sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak 

di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

berdasarkan Perda Banyumas nomor 1 Tahun 2011. Badan Pendapatan 

Daerah dalam melakukan pengawasan menggunakan 5 tahap yaitu uji petik, 

kemudian bila dalam melakukan uji petik terdapat kendala maka dilakukan 

dengan cara penungguan di mana pihak dari Bapenda membentuk tim dan 

mereka memantau langsung di dalam restonya serta menghitung jumlah 

pembeli dalam sehari. Langkah selanjutnya yaitu pembinaan yang 

dilakukan agar wajib pajak bersikap jujur, kemudian langkah selanjutnya 

yaitu pemantauan bilamana ada yang tidak beres dengan laporan pajak 

restonya maka restoran tersebut dipantau. Terakhir saat ini sedang diuji coba 

menggunakan alat digital yaitu AMP atau alat monitoring pajak yang 

diletakan di kasir sehingga laporan pajak bisa sesuai dan terhindar dari wajib 

pajak yang nakal. 

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak 

restoran ini, terdiri dari kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala 

internal yaitu terbatasnya sumber daya manusianya yang berjumlah 31 

orang terdiri dari seluruh pegawai bidang II Pajak Daerah sehingga 
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menyebabkan tingkat pengawasannya menjadi tidak maksimal, sedangkan 

kendala eksternal yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah 

untuk melaporkan penerimaan pajak, hal ini dibuktikan dengan masih 

banyaknya pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengawasan diharapkan 

dapat lebih aktif dalam menjalin komunikasi baik dengan OPD-OPD 

terkait agar proses pengawasan dapat lebih maksimal, dan juga 

melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya 

pajak daerah bagi pembangunan daerah sehingga para pelaku usaha 

memiliki kesadaran dan taat pajak. 

2. Pemerintah daerah baik eksekutif mapun legislatif sebaiknya lebih aktif 

dalam membangun komunikasi sehingga faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi / menghambat pengawasan penerimaan pajak restorsn 

dapat diselesaikan lebih cepat sehingga tujuan dari dibuatnya perda 

dapat tercapai. 


